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PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG N

TATA CARA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS ,
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN* -

Ménimbang

- Mvengivngait}v :

:-a

L

PERDESAAN DAN PERKOTAAN

~ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- WALI KOTA BALIKPAPAN, .. .

‘bahwa untuk memben kesempatan kepada Wajib

 Pajak dengan syarat tertentu untuk melunasi utang

pajaknya ‘dalam Jangka waktu tertentu tanpa
- dikenakan sanksi admmlstratlf atas keterlambatan
| pembayaran, | : N

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 |

ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010

- tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan, }
bahwa berdasarkan pertnnbangan sebagalmana
dimaksud dalam huvruf a dan huruf b perlu

‘menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara
Penghapusan - Sanksi ‘Administratif  Atas

Ketérlamb;atan Pembayaran . Pajak Bi_tmi dan - -

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Repubhk Indonesm Tahun 1945

et s e ns

P




Sy 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentangi;i._'

| o 'E_Penetapan Undang—Undang Darurat Nomor 3 Tahun :
- 1953 tentang Pembentukan Daerah ngkat II d1 _-_-,,E;;,v :
Kahmantan (Lembaran Negara Repub]lk Ind Ones1a'fi}-;’; .

’Tahun 1953 Nomor 9) sebaga1 Undang-Undang:";}'}f:-‘-‘,;‘:}f; S

| (Lembaran Negara Repubhk Indone31a Tahun 1959

T Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republlk-,"'»"_iﬁ:’

s Indonesia Nomor 1820), B

n.fUndang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentangi;

‘ “'v’f",Negara Repubhk Indonema Tahun 1997 Nomor 42,

‘Penaglhan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran::"_’ R R

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a‘"._’.;‘f' |

| o ',”,V"_Nomor 3686) sebagalmana telah dlubah dengan;f; R
 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang |
. "V“';..“Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun B

R 1997 tentang Penagihan Pajak dcngan Surat Paksavl 1

"*’;,‘_(Lembaran Negara Repubhk Indone31a Tahun 2000.'..,.f R

- Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Repubhk]’

| Indonesia Nomor 3087);

:}.'i};Undang-Undang Nomor 28 ’I‘ahun 2009 tentang‘f" - .

~ Pajak Daerah dan Retnbu31 Daerah (Lembaran"";,”; “

| Negara Repubhk Indone31a Tahun 2009 Nomor 130, -
f-.«f_Tambahan Lembaran Negara Repubhk IndoneSLa:,l?f_.:_” S

~ Nomor 5049);

.,.'-:.}“Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang;:»i;uv L

| »Pembentukan Peraturan Perundang—undangan}‘

:'~3'.":‘(Lembaran Negara Repubhk IndoneSIa Tahun 2011"”‘? | :

R "”Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Repubhk}»f"'

e vv"’,-'.‘i:_'Indonema Nomor 5234),_ o

: : 5‘Pemer1ntahan Daerah (Lembaran Negara RePUbllk :  ~
‘:'Indonesm ‘Tahun 2014 Nomor 244 Tambahanﬂ"‘;_fi,:

}v:Lembaran Negara Repubhk Indone81a Nomor 5587)’}};}} SRR N

"":‘_f*'{".;’.;""‘sebagalmana telah: diubah beberapa kah terakhn- _‘ o
- dengan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 |

tentang Perubahan Kedua Atas Undanngndang'j}‘f}
o ‘, - Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemermtahan Daerah L

(Lembaran Negara chubhk Indone31a Tahun 2015_:" o




L .”Indonema Nomor 5679), =

. ;:f';;_‘7.‘,v:‘,‘Peraturan Daerah Kota Bahkpapan Nomor 13 Tahun

20 10 tentang PaJak Burm dan Bangunan Perdesaan' S

= dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Ballkpapan Rk

?‘ Tahun 20 10 ‘Nomor 13 Seri B. Nomor 13, ’I‘ambahan B

| '"--'5;5»[ff,yLembaran ‘Daerah Kota Bahkpapan Nomor 10)?[‘: B

= - sebagalmana telah’ dlubah dengan Peraturan Daerah : o
L Kota Ballkpapan Nomor 1 Tahun 2012 tentang’l-‘;_‘ S I

| Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bahkpapanf )
:,,:..;"'Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pa]ak Bum1 dan

_ Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran

 'v:..".v"."{‘"v'V“_Daerah Kota Ballkpapan Tahun 20 12 Nomor 1), e B

e LMEMUTUSKAN&‘: o

- "BAB I )
KETENTUAN UMUM

e v Pasal 1 ST
Da.larn Peraturan Wall Kota ini yang dlmaksud dengan
1 Daerah adalah Kota Bahkpapan ' R

pkan f;""';:’ffPERATURAN WALL KOTA TENTANG TATA CARA |
 PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS}Q,.;:;,?.5?.,' R
 KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN |
- :’:‘_‘BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. e N

'2‘ Pemenntah Daerah adalah Wali Kota sebaga1 unsur penyelenggara.'hv"’v?.' sl

: pemermtahanan Daerah yang memunpm pelaksanaan umsan‘j’f’*_f :

Q."?’Bahkpapan ST N
....li'j?_;’Wall Kota adalah Wah Kota Bahkpapan

dan Retnbus1 Daerah Kota Bahkpapan

Retr1bu31 Daerah Kota Bahkpapan

pemenntahan yang menjadl kewenangan daerah otonom Kota‘;f','}.;j:f ;'?‘ o

. :-'::.ijadan Pengelola Pajak Daerah dan Retnbu51 Daerah yang .» .
" vselan_]utnya dlsmgkat BPPDRD adalah Badan Pengelola Pajak Daerah,:b’.f:: e

.}‘”;:f,Kepala BPPDRD adalah Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan“ o




6. "Pa_]ak Bum1 dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang,vl, RERES
selanjutnya dlsmgkat PBB P2 adalah paJak atas burm dan/atau'f’_mf I

bangunan yang d1m1hk1 dlkuasal, dan /atau dimanfaatkan oleh f :

orang’ pr1bad1 atau Badan untuk perkotaan kecuah kawasan yang

. ‘vdlgunakan untuk keglatan usaha perkebunan, perhutanan, dan B IR

o ;ﬁ:‘.};:_pertambangan

o perundang-undangan PCI'PaJ akan daerah

o Pa:]ak

sebaga1 aklbat keterlarnbatan pembayaran PBB P2

Pasal 2 e

Pasal 3

f‘Peraturan Wah Kota 1n1 bertu;uan untuk

a} mengoptlmalkan upaya penenmaan Daerah darl sektor PBB P2 dan b

b. mengoptlmalkan upaya penyelesalan tunggakan PBB P2

Pasal 4

7. Wajlb PaJak adalah orang pnbadl atau badan mehputl pembayarii . il
f.fpajak pemotong, ‘dan pemungut pajak yang mempunyal hak dan

: 'fkewajlban perpajakan | sesual v dengan ketentuan peraturan B I

Surat Pemberltahuan Pajak Terutang. Pajak Bum1 dan Bangunan
:_}Perkotaan, yang selanjutnya dlsmgkat SPPT PBB P2, adalah surat: RROT AT

‘,,::jyang dlgunakan untuk memberltahukan besarnya Pajak Burm dan

> Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Waub

v.:;.:‘..Sanks1 Admlnlstratlf adalah tanggungan atau pembebanan d1 luar':,‘.v.. o
”f:"'pokok paJak terutang bempa denda sebesar 2% (dua persen) per"‘i,._"v’.‘ TR
B bulan untuk Jangka waktu pahng lama 24 (dua puluh empat) bulan }:‘j: |

Peraturan Wa11 Kota 1n1 dlmaksudkan dalam rangka membenkan‘_}}‘f -
kevsempatan kepada Wa]lb Pajak melakukan pembayaran tunggakan’; ‘
_tanpa dlkenakan Sank31 Admlnlstratlf yang dllaksanakan dalam _]angka o o

B Sasaran Peraturan Wah Kota 1n1 dltujukan kepada Wapb PaJak yang sl
mem1111<1 tunggakan PBB P2 untuk Masa PaJak sampa1 dengan Tahun B Rt




I

L sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 5, mehputl

P "Admlmstratlf melalul loket layanan khusus pada BPPDRD

0 arn formuhr permohonan

'3 Wajlb PaJak menenma tanda bukti setoran Pembayaran PBB P2 |

'vpermohonan penghapusan Sanks1 Admmlstratlf dlnyatakan batal

i;:Kep ala BPPDRD ‘untuk melaksanakan mengoordmasﬂ{an dan

- mengevaluam pelaksanaan Peraturan Wah Kota 1n1

TA’I‘A CARA PELAKSANAAN

Pasal 5

}}"Waktu pelaksanaan Penghapusan | Sank31 Admmlstrauf atas

keterlambatan pembayaran PBB P2 dltetapkan dengan Keputusan Wah

Pasal 6

vTata cara pelaksanaan pembenan penghapusan SaIlkSI Admmlstratlf B

f’,if’-%l.-‘ ‘Wajib - PaJak mengaJUkan permohonan penghapusan Sanksr"’},‘

: ‘:.'“',;:}pengajuan permohonan Sebagalmana dlmaksud Pada huruf ajf'. EEE R

5 dengan melamplrkan

L b';f-‘ SPPT PBB P2 atau dokumen lam yang dlpersamakan, dan
C. fotokop1 kartu 1dent1tas ‘ _ o EER
.-;v.}...j'formuhr permohonan, d1sed1akan pada loket layanan khusus, - R
: ‘.:"v:"vvpetugas layanan khusus melaksanakan venﬁka31 permohonan,”_:j' ’} ;’ e
}v.‘»_petugas bank menenma pembayaran darl Wa_]lb Pajak dan mencetak s
-.f_,tanda bukt1 setoran, dan - e e T T

" Pasal 7

Dalam hal waktu penghapUSan Sank81 Admlmstratxf Sebagaxmana }_
;dlmaksud dalam Pasal 5 telah berakhlr Waj1b Pajak yang su dah R
.,,}»»_mengajukan permohonan tap1 belum melakukan Pembayaran, m akafii,‘ ol

, pasalg -




v‘ . . Pasa19 L |
e Peraturan Wah Kota ini muIaJ berlaku pada tanggal dlundangkan._

Peraturan Wah Kota ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah}f‘,bf.;f.:

o Dltetapkan dl Bahkpapan ,
o pada tanggal 8 Februan 2018';:.-
e WALI KOTA BALIKPAPAN
S td
MRIZALEFFENDI

D1undangkan d1 Bahkpapan
. "lpada tanggal 9 Februarl 2018

;_‘?:SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN
SAYID MN FADLI L

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 20 18 NOMOR 6

»_Sahnan sesuau dengan ashnya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN e
KEPALA B GIAN HUKUM

Agar setiap orang mengetahumya, memermtahkan pengundangan}_’"




